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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
NOMOR       TAHUN  2026 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan 
Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);   
 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 
 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 
 

 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
 

 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 
 

 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757);   
 

   9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6806); 
 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 
 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 
 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 
 

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 
 

 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah; 
 

 21. 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 
 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2025; 
 

 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 
2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2025; 
 

 25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 
 

 26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2025 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 
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Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
dan 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 
 

  Pasal 1 
 

 (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa laporan 
keuangan yang memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas: 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 

 (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 
 

  
Pasal 2 

 
 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 
 

 a. Pendapatan daerah sebesar Rp.6.207.996.645.654,63 (enam 
triliun dua ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan 
puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam 
ratus lima puluh empat koma enam puluh tiga rupiah); 
 

 b. Belanja daerah sebesar Rp.6.041.051.585.846,25 (enam 
triliun empat puluh satu miliar lima puluh satu juta lima 
ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh 
enam koma dua puluh lima rupiah); 
 

 c. Surplus sebesar Rp.166.945.059.808,38 (seratus enam 
puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta 
lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan koma tiga 
puluh delapan rupiah); 
 

 d. Pembiayaan daerah, terdiri atas: 
 

  - Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.117.722.983.809,12 
(seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua 
juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan 
ratus sembilan koma dua belas rupiah); dan 
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  - Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 
 

 e. Pembiayaan Daerah Netto sebesar Rp.117.722.983.809,12 
(seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta 
sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus 
sembilan koma dua belas rupiah); 
 

   f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar 
Rp.284.668.043.617,50 (dua ratus delapan puluh empat 
miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat puluh 
tiga ribu enam ratus tujuh belas koma lima puluh rupiah). 
 

 
 

 
Pasal 3 

 
 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
 

 a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar                             
Rp.60.567.337.861,37 (enam puluh miliar lima ratus enam 
puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan 
ratus enam puluh satu koma tiga puluh tujuh rupiah) 
dengan rincian sebagai berikut: 
 

  1.  Anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar 
Rp.6.268.563.983.516,00 (enam triliun dua ratus enam 
puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta 
sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus 
enam belas rupiah). 
 

  2. Realisasi pendapatan sebesar Rp.6.207.996.645.654,63 
(enam triliun dua ratus tujuh miliar sembilan ratus 
sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh 
lima ribu enam ratus lima puluh empat koma enam 
puluh tiga rupiah). 
 

  3. Selisih kurang sebesar Rp.60.567.337.861,37 (enam 
puluh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga 
ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh 
satu koma tiga puluh tujuh rupiah). 
 

 b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar 
Rp.345.247.351.665,18 (tiga ratus empat puluh lima miliar 
dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu 
ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan belas 
rupiah) dengan  rincian sebagai berikut: 
 

  1. Anggaran belanja setelah perubahan sebesar 
Rp6.386.298.937.511,43 (enam triliun tiga ratus 
delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh 
delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima 
ratus sebelas koma empat puluh tiga rupiah). 
 

  2. Realisasi belanja sebesar Rp.6.041.051.585.846,25 
(enam triliun empat puluh satu miliar lima puluh satu 
juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus 
empat puluh enam koma dua puluh lima rupiah). 
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  3. Selisih kurang sebesar Rp.345.247.351.665,18 (tiga 
ratus empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh 
tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus 
enam puluh lima koma delapan belas rupiah). 
 

 c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar 
Rp.284.680.013.803,81 (dua ratus delapan puluh empat 
miliar enam ratus delapan puluh juta tiga belas ribu delapan 
ratus tiga koma delapan puluh satu rupiah) dengan rincian 
sebagai berikut: 

  1. Defisit setelah perubahan sebesar 
Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar 
tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima 
puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima 
koma empat puluh tiga rupiah). 
 

  2. Realisasi surplus sebesar Rp.166.945.059.808,38 
(seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus 
empat puluh lima juta lima puluh sembilan ribu 
delapan ratus delapan koma tiga puluh delapan 
rupiah). 
 

  3. Selisih lebih sebesar Rp.284.680.013.803,81 (dua 
ratus delapan puluh empat miliar enam ratus delapan 
puluh juta tiga belas ribu delapan ratus tiga koma 
delapan puluh satu rupiah). 

 

 d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan   
sebesar Rp.11.970.186,31 (sebelas juta sembilan ratus tujuh 
puluh ribu seratus delapan puluh enam koma tiga puluh 
satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 
 

  1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan 
sebesar Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas 
miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan 
ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan 
puluh lima koma empat puluh tiga rupiah). 
 

  2. Realisasi sebesar Rp.117.722.983.809,12 (seratus 
tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta 
sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus 
sembilan koma dua belas rupiah). 
 

  3. Selisih kurang sebesar Rp.11.970.186,31 (sebelas juta 
sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan 
puluh enam koma tiga puluh satu rupiah). 
 

 e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan  
sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 
 

  1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 
Rp.0,00 (nol rupiah).  
 

  2. Realisasi sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 
 

  3. Selisih sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).  
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 f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar 
Rp.11.970.186,31 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh 
ribu seratus delapan puluh enam koma tiga puluh satu 
rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 
 

  1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan 
sebesar Rp117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas 
milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan 
ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan 
puluh lima koma empat puluh tiga rupiah). 
 

  2. Realisasi sebesar Rp.117.722.983.809,12 (seratus 
tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta 
sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus 
sembilan koma dua belas rupiah). 
 

  3. Selisih kurang sebesar Rp.11.970.186,31 (sebelas juta 
sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan 
puluh enam koma tiga puluh satu rupiah). 

  
Pasal 4 

 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 
2025 sebagai berikut : 
 

 a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp.117.734.953.995,43 
(seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta 
sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan 
puluh lima koma empat puluh tiga rupiah). 

 

 b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan 
Pembiayaan Berjalan sebesar Rp.117.722.983.809,12 
(seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta 
sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus 
sembilan koma dua belas rupiah). 

 

 c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar 
Rp.284.668.043.617,50 (dua ratus delapan puluh empat 
miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat puluh 
tiga ribu enam ratus tujuh belas koma lima puluh rupiah). 

 

 d. Koreksi kurang Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 
sebesar Rp.11.970.186,31 (sebelas juta sembilan ratus tujuh 
puluh ribu seratus delapan puluh enam koma tiga puluh 
satu rupiah). 

 

 e. Lain-lain sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 
 

 f. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp.284.668.043.617,50 
(dua ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam 
puluh delapan juta empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh 
belas koma lima puluh rupiah). 
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Pasal 5 

 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 
per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut: 
 

 a. Jumlah aset sebesar Rp.12.849.669.192.812,30 (dua belas 
triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar enam 
ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua 
ribu delapan ratus dua belas koma tiga puluh rupiah). 

 

 b. Jumlah kewajiban sebesar Rp.480.630.333.623,12 (empat 
ratus delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh juta tiga 
ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga koma 
dua belas rupiah). 
 

 c. Jumlah ekuitas sebesar Rp.12.369.038.859.189,18 (dua 
belas triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tiga 
puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu 
seratus delapan puluh sembilan koma delapan belas rupiah). 
 

 
 
 

 
Pasal 6 

 
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(1) huruf d per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut: 
 

 a. Pendapatan Daerah Operasional sebesar 
Rp.6.594.712.583.990,79 (enam triliun lima ratus sembilan 
puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus 
delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh 
koma tujuh puluh sembilan rupiah). 
 

 b. Beban Daerah sebesar Rp.5.842.576.179.824,29 (lima triliun 
delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh 
puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan 
ratus dua puluh empat koma dua puluh sembilan rupiah). 
 

 c. Surplus Operasional sebesar Rp.752.136.404.166,50 (tujuh 
ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta 
empat ratus empat ribu seratus enam puluh enam koma 
lima puluh rupiah). 
 

 d. Defisit Non Operasional sebesar Rp.16.330.444.491,69 
(enam belas miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus 
empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu 
koma enam puluh sembilan rupiah). 
 

 e. Surplus Laporan Operasional sebesar 
Rp.735.805.959.674,81 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar 
delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan 
ribu enam ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh 
satu rupiah). 
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Pasal 7 
 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
Tahun 2025 sebagai berikut: 
 

 a. Saldo Awal Kas Daerah per 1 Januari 2025 sebesar 
Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas milyar tujuh 
ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga 
ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh 
tiga rupiah). 
 

 b. Arus Kas Dari Aktifitas Operasi sebesar 
Rp.886.339.427.244,51 (delapan ratus delapan puluh enam 
miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua 
puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat koma lima 
puluh satu rupiah). 
 

 c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan defisit 
sebesar Rp.719.394.367.436,13 (tujuh ratus sembilan belas 
miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam 
puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam koma tiga 
belas rupiah). 
 

 d. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran sebesar 
Rp.5.388.537,69 (lima juta tiga ratus delapan puluh delapan 
ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh sembilan 
rupiah). 
 

 e. Saldo Kas Daerah Akhir per 31 Desember 2025 sebesar 
Rp.284.685.402.341,50 (dua ratus delapan puluh empat 
miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua 
ribu tiga ratus empat puluh satu koma lima puluh rupiah). 

 

  
Pasal 8 

 
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember Tahun 2025 sebagai berikut: 
 

 a. Ekuitas Awal sebesar Rp.11.796.950.964.552,20 (sebelas 
triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar sembilan 
ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu 
lima ratus lima puluh dua koma dua puluh rupiah). 

 

 b. Surplus Laporan Operasional sebesar 
Rp.735.805.959.674,81 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar 
delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan 
ribu enam ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh 
satu rupiah).  

 

 c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan 
Mendasar berkurang sebesar Rp.163.718.065.037,85 
(seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas 
juta enam puluh lima ribu tiga puluh tujuh koma delapan 
puluh lima rupiah). 
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 d. Ekuitas Akhir sebesar Rp.12.369.038.859.189,20 (dua belas 
triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tiga puluh 
delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus 
delapan puluh sembilan koma dua puluh rupiah). 
 

  
Pasal 9 

 
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2025 memuat 
informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
 

  
Pasal 10 

 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: 
 
 

a. Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi Tahun Anggaran 2025; 
 

 Lampiran I.2 Ringkasan APBD Yang Diklasikasi 
Menurut Kelompok dan Jenis 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
Tahun Anggaran 2025; 
 

 Lampiran I.3 Rincian APBD Menurut Urusan 
Pemerintah Daerah Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan 
Jenis Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; 
 

 Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
Tahun Anggaran 2025; 
 

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Tahun Anggaran 2025; 
 

c. Lampiran III Laporan Operasional Per 31 Desember 
2025; 
 

d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 
Desember 2025; 
 

e. Lampiran V Neraca Per 31 Desember 2025; 
 

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2025; 
 

g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan (Pada 
Buku Lap. Keuangan); 
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h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 
Tahun Anggaran 2025; 
 

i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang 
Tidak Tertagih Tahun Anggaran 2025; 
 

j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 
Penyisihannya Tahun Anggaran 2025; 
 

k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 
2025; 
 

l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 
Tahun Anggaran 2025; 
 

m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 
Anggaran 2025; 
 

n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 
Pengerjaan Per 31 Desember 2025; 
 

o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 
Desember 2025; 
 

p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 
Desember 2025; 
 

q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 
Desember 2025; 
 

r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 
Desember 2025; 
 

s. Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan Yang Belum 
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 
Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali 
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; 
 

t. Lampiran XX-1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) 
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah Tahun 2025; 
 

u. Lampiran XX-2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi 
Labaa) Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah Tahun 2025; 
 

  
Pasal 11 

 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Gubernur. 
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Pasal 12 
 

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

   
Ditetapkan di Padang 
pada tanggal  
                                   
GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 
 
 
 

MAHYELDI 
   Diundangkan di  Padang 
   pada tanggal                                       

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT, 

 
 
 
 

ARRY YUSWANDI 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR :  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 :  
 



























































Hal. 1 dari 7 

 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 
 PENDAPAT AKHIR  

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

TENTANG   
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025 

SENIN, 20 JULI 2026 
================================================ 

 

ASSALAMU’ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA 
BARAKATUH. 
 
YTH. KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD 

PROVINSI SUMATERA BARAT. 

YTH. REKAN-REKAN ANGGOTA FORKOPIMDA. 

YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI , ASISTEN, 

KEPALA SKPD, BIRO, RUMAH SAKIT DAERAH, DAN 

BUMD DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI 

SUMATERA BARAT. 

YTH. PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL DAN BUMN. 



 

Hal. 2 dari 7 

YTH. REKAN-REKAN PERS, MEDIA CETAK DAN 

ELEKTRONIK, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA. 

 

PUJI DAN SYUKUR SENANTIASA KITA SEMBAHKAN 

KE HADIRAT ALLAH S.W.T, DENGAT RAHMAT DAN 

KARUNIANYA KITA DIBERIKAN KESEHATAN DAN 

KESEMPATAN SEHINGGA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS 

DAN PENGABDIAN KEPADA BANGSA, NEGARA DAN 

MASYARAKAT, SERTA PADA HARI INI KITA DAPAT 

MELAKSANAKAN DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA 

DPRD DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 

ANGGARAN 2025. 

SHALAWAT BESERTA SALAM KITA PERUNTUKKAN 

BAGI NABI BESAR MUHAMMAD S.A.W, YANG TELAH 

MEMBERIKAN PETUNJUK, PEDOMAN SERTA BIMBINGAN 

KEPADA UMAT-NYA UNTUK KEBAHAGIAAN DI DUNIA DAN 

AKHIRAT. 

 

 



 

Hal. 3 dari 7 

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN 
SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT, 

PERTAMA SEKALI IJINKAN KAMI ATAS NAMA 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN 

PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA 

PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD PROVINSI 

SUMATERA BARAT, YANG TELAH MENCURAHKAN 

PERHATIAN, TENAGA, DAN PEMIKIRAN DALAM 

PEMBAHASAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN APBD TAHUN 2025, BAIK MELALUI RAPAT 

KERJA KOMISI, BANGGAR, MAUPUN PEMBAHASAN 

BERSAMA TAPD, HINGGA SAMPAI PADA RAPAT 

PARIPURNA HARI INI. 

SELURUH PROSES BERLANGSUNG SECARA 

DINAMIS, TERBUKA, KRITIS NAMUN TETAP DILANDASI 

SEMANGAT KEMITRAAN YANG SALING MENGHORMATI, 

DIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA PENYAMPAIAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  

MERUPAKAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG -

UNDANGAN SEKALIGUS WUJUD AKUNTABILITAS 

PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT DALAM 



 

Hal. 4 dari 7 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

PADA KESEMPATAN INI KAMI JUGA 

MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH SECARA 

KHUSUS KEPADA BADAN ANGGARAN DPRD DAN TIM 

ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH BEKERJA 

KERAS SAMPAI AKHIRNYA RANCANGAN PERATURAN 

DAERAH INI BISA DISEPAKATI BERSAMA. 

KAMI YAKIN DAN PERCAYA BAHWA DARI HASIL 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI YANG TELAH 

DILAKSANAKAN, TERDAPAT SARAN, KRITIKAN DAN 

MASUKAN YANG KONSTRUKTIF TERHADAP KINERJA 

PEMERINTAH DAERAH.  

TERHADAP SELURUH CATATAN, SARAN, DAN 

MASUKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH DPRD,  AKAN 

MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH PROVINSI 

SUMATERA BARAT UNTUK PERBAIKAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PEMBANGUNAN KE DEPAN. 

. 



 

Hal. 5 dari 7 

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN 
SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT,  

SETELAH MELEWATI TAHAPAN PERSIDANGAN DAN 

SERANGKAIAN PEMBAHASAN SECARA MENDALAM 

TERHADAP SEGALA ASPEK YANG RELEVAN TERHADAP 

RANPERDA INI, MAKA PADA HARI INI KITA TELAH SAMPAI 

PADA TAHAP PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 

ANGGARAN 2025.  

HAL INI MEMBERIKAN GAMBARAN KEPADA KITA 

SEMUA BAHWA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD 

MEMPUNYAI PEMIKIRAN YANG SAMA DALAM 

PENGELOLAAN KEUANGAN DI MASA-MASA YANG AKAN 

DATANG UNTUK BISA LEBIH BAIK DAN BISA MEMBERIKAN 

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KEPADA MASYARAKAT 

DALAM SEGALA ASPEK. 

 

 

 



 

Hal. 6 dari 7 

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN 
SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT,  

DENGAN TELAH DISETUJUINYA RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 

ANGGARAN 2025 PADA HARI INI, MAKA KITA TELAH 

MENUNTASKAN SALAH SATU SIKLUS PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN 

BAIK, MELALUI SINERGI DAN KERJASAMA YANG 

KONSTRUKTIF ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD. 

SEBAGAI TAHAP SELANJUTNYA, PEMERINTAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT AKAN SEGERA 

MENYAMPAIKAN RANCANGAN INI KEPADA MENTERI 

DALAM NEGERI UNTUK DIEVALUASI SESUAI DENGAN 

KETENTUAN YANG BERLAKU, YAKNI 3 (TIGA) HARI 

SETELAH NOTA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN INI 

DITANDATANGANI. 

 MUDAH-MUDAHAN DALAM TAHAP AKHIR NANTI, 

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 



 

Hal. 7 dari 7 

ANGGARAN 2025 TIDAK MENGALAMI KENDALA YANG 

BERARTI. 

AKHIRNYA KEHADIRAT ALLAH SWT KITA BERDO’A, 

SEMOGA MELIMPAHKAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA 

KEPADA KITA SEMUA SERTA MEMBERIKAN PETUNJUK 

DAN KEKUATAN LAHIR BATIN DALAM MELANJUTKAN DAN 

MENGEMBAN AMANAH MEMBANGUN RANAH MINANG 

YANG KITA CINTAI. 

 

WABILLAHITAUFIK WALHIDYAH, WASSAMU’ALAIKUM WR. 

WB. 

 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

 
 
 
 

MAHYELDI 



 

 
    

PIDATO 
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD  

PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN  

TERHADAP RANPERDA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD   

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 
SENIN, 20 JULI  2026 

  

ASSALAMU'ALAIKUM  WR. WB. 
 
YTH.  SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT 
YTH.  FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT 

YTH.  SDR. PIMPINAN  DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD  
          PROVINSI SUMATERA BARAT 
YTH.  SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,  PIMPINAN 

OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT   
YTH.  SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD 

YTH.  SDR. TENAGA AHLI DPRD, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN 
UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA. 

 
 

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah 

SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang  

hari ini kita dapat kembali melaksanakan  Rapat Paripurna 

DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam acara : 

1. Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2025, dan 

2. Penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan 

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. 

Gubernur, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, 

undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan 

menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini. 

Dengan mengucapkan ”Bismillahirrahmanirrahim" 

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari 

ini, Senin  tanggal 20 Juli 2026, kami buka dan dinyatakan 

terbuka untuk umum. 

..........................( Ketokan Palu 3 Kali ). 

Sesuai dengan Tata Tertib, Rapat Paripurna untuk 

penetapan Ranperda dan APBD, dihadiri lebih dari 2/3 (dua 

per tiga) jumlah Anggota DPRD. 

……………………………………………………………………………………. 

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota 
……………………………………………………………………………………. 
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Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah 

memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita 

laksanakan. 

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami 

Hormati; 

Sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam rapat 

Badan Musyawarah tanggal 11 Juni 2026, pada hari ini akan 

dilaksanakan 2 (dua) agenda rapat paripurna, yaitu 

Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan 

Penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan 

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026. 

Berhubung belum tuntasnya penyusunan Rancangan 

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026 oleh 

karena belum keluarnya hasil fasilitasi terhadap Rancangan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2026 yang menjadi acuan dalam 

penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 

2026, maka Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 

: 900.1.1/911/APKD/BPKAD/2026 tanggal 17 Juli 2026, 

meminta untuk penjadwalan kembali rapat paripurna 

penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan 

PPAS Tahun 2026.  

Dengan demikian, pada rapat paripurna hari ini, kita 

hanya melaksanakan 1 (satu) agenda saja, yaitu 

Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2025. 

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati; 

Sesuai dengan amanat Pasal 320 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka akuntabilitas 

dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, 

pada rapat paripurna tanggal 18 Juni 2026  yang lalu, 

Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Ranperda 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2025, untuk selanjutnya di bahas 

dan disepakati bersama dengan DPRD. 
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Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, 

DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan 

pembahasannya mulai dari pembahasan pendahuluan oleh 

Komisi bersama OPD dan dilanjutkan dengan pembahasan 

dan finalisasi oleh Badan Anggaran Bersama TAPD. 

Berhubung Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

merupakan sarana evaluasi yang menyeluruh terhadap 

pelaksanaan APBD, maka dalam pembahasannya tidak 

hanya menyangkut pada  realisasi pendapatan, belanja dan 

pembiayaan daerah atau SILPA, akan tetapi juga mencakup 

aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian 

target kinerja program dan kegiatan yang dicapai. 

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan 

Anggaran Bersama TAPD terhadap Ranperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2025, secara umum dapat kami sampaikan 

sebagai berikut : 

1. Secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah 

pada tahun 2025, telah cukup maksimal. Dalam kondisi 

APBD yang terkontraksi cukup dalam pasca 

dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta 

terjadinya banjir hidrometeorologi di akhir tahun 2025 

yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur fisik, 

ekonomi dan sosial, realisasi pendapatan daerah masih 

bisa diwujudkan sebesar 99,03  %  dan realisasi belanja 

juga dapat direalisasikan sebesar 94,59 %. Demikian 

juga dari aspek akuntabilitas dan transpransinya, BPK 

memberikan opini WTP terhadap LKPD Tahun 2025. 

2. Capaian realisasi pendapatan dan belanja dalam 

pelaksanaan APBD Tahun 2025 tersebut, tentu bukanlah 

merupakan pekerjaan yang mudah ditengah-tengah 

kondisi yang tidak menguntungkan. Untuk itu, kami dari 

DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi 

terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan 

APBD Tahun 2025. 

3. Meskipun kinerja dalam pengelolaan APBD Tahun 2025 

telah cukup baik, namun masih ada beberapa 

kelemahan yang perlu mendapat perhatian dari 

Pemerintah Daerah, baik terhadap kinerja dalam 

pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah, agar 
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APBD semakin berkualitas, semakin efektif dan efisien 

dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk 

Pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Sumatera Barat. 

Untuk lebih lengkapnya hasil pembahasan yang 

dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap 

Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

tahun 2025, termuat dalam laporan Badan Anggaran yang 

akan disampaikan nanti oleh Badan Anggaran pada rapat 

paripurna ini. 

 

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami 

Hormati; 

Sebelum hasil pembahasan Badan Anggaran bersama 

TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Tahun 2025 dilanjutkan pada tahap pembicaraan 

Tingkat kedua dalam Rapat Paripurna ini, diakhir 

pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi  

telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya. 

Dari pendapat akhir Fraksi-Fraksi tersebut, semua 

Fraksi dapat menyetujui hasil pembahasan terhadap 

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

2025, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan pada 

Rapat Paripurna dan disamping itu, Fraksi-Fraksi juga 

memberikan catatan dan masukan yang perlu menjadi 

perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah, 

agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi 

lebih baik. 

Sesuai dengan agenda pada tahap pembicaraan 

tingkat kedua sebagaimana diatur dalam  Pasal 9 ayat (3) 

huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada 

rapat paripurna ini, Badan Anggaran akan menyampaikan 

Laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025,  

dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Penetapan 

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. 

Sesuai dengan urutan kegiatan tersebut, kita minta 

kepada Sdr. Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Badan 

Anggaran untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan 
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terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun 2025. 

………………………………………………………………………………….. 

Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda  

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 

…………………………………………………………………………………… 

Terima kasih kami sampaikan Sekretaris DPRD  yang 

telah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap 

Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Tahun 2025. 

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan 

Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil 

pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran 

bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun 2025 ? 

………………………………………….  (ketokan palu 1 x) 

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan 

Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya 

terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang 

telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD. 

Sesuai dengan maksud Permendagri Nomor 80 Tahun 

2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang 

Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 untuk 

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan konsep Nota 

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.   

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD 

membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota 

Kesepakatan  Bersama antara Gubernur dan DPRD  

tersebut. 

……………………………………………… 

………………………………… 

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Kesepakatan  

Bersama tentang Ranperda PPA Tahun 2025 

………………………………………………………………………………… 

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris 

DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan 

Kesepakatan Bersama tentang Ranperda 

9 

10 



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2025. 

Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan 

Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan 

DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan 

Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD tentang 

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

2025, untuk ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan 

DPRD ? 

…………………………………….  (ketukan palu 1 x) 

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan 

Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya 

terhadap konsep Keputusan DPRD untuk ditetapkan 

menjadi Keputusan DPRD dan Penandatanganan 

Persetujuan Bersama terhadap Ranperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. 

Pada kesempatan ini, dapat kami informasikan bahwa 

Keputusan DPRD dimaksud diberikan Nomor : 9/SB/2026 

tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat 

terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 

untuk dtetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati; 

Dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang 

Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, maka 

acara kita lanjutkan dengan penandatangan Kesepakatan 

Bersama Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang APBD Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2025. 

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, 

kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. 

……………………………………………………………………………….. 

Penandatanganan Kesepakatan  Bersama Ranperda 

Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 

……………………………………………………………………………….. 

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati; 

Dengan telah ditanda tanganinya Nota Persetujuan 

Bersama oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD, maka sesuai 
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dengan agenda pada rapat paripurna ini, acara dilanjutkan 

dengan Penyampaian Pendapat Akhir/ Sambutan Gubernur 

Sumatera Barat. 

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur  kami persilahkan. 

………………………………………………………………………………. 

Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur 

……………………………………………………………………………… 

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur 

yang telah menyampaikan Sambutan/Pendapat Akhirnya 

terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Tahun 2025. 

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami 

Hormati; 

Dalam Pasal 195 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 ditegaskan, bahwa Ranperda 

tentang Pertanggungjawaban APBD yang telah disepakati 

bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, disampaikan 

paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati kepada Menteri 

Dalam Negeri, untuk dievaluasi. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan 

kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan 

waktu penyampaiannya kepada Menteri Dalam Negeri, 

agar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2025, dapat segera dievaluasi oleh 

Menteri Dalam Negeri.  

 Rapat Paripurna Yang Kami Hormati; 

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, maka 

berakhir pulalah  rapat paripurna pada hari ini. Sebelum 

Rapat Paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan 

permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, 

apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat 

hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua. 

Akhirnya dengan mengucapkan 

Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna DPRD dalam 

rangka Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun 2025 pada hari ini, secara resmi 

kami tutup. 
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Terima kasih 

Billahitaufiq walhidayah 
Wassalam’mualikum wr.wb 
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